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Abstract

The general election is an important mechanism icoantry, especially those
using this type of political system of Liberal Demaxy. Election distributing

representative interests of society differ in tbhenf of representation of those
parties in parliament. Generally, there are fouwmrips of electoral systems:
plurality-majority, proportional representative, aix between the plurality-
majority and proportional. According to Law No. § 8012 concerning the
election of members of DPR, DPD and DPRD electmgstem used is
proportional system with open candidate list, tb&ev is able to vote for the party
and the people's representatives at the same t8oethe candidate who was
elected from a political party is no longer detened by the political party that
won the election. Determination of selected canmislan open proportional

system is to determine the most votes containedticle 215 of Law No. 8 of

2012 concerning the election of members of DPR, DPPRD. In Article 7 of

Law No. 8 of 2012 concerning the election has meshiig DPR, DPD, which is

where the political parties still have an importandle in determining the

candidates selected in which the article is notastordance with the system
proporsinal open that emphasizes the role of spdietdetermining a candidate
elected in an election general.

Keywords: election, the electoral system, and a system of proportional open list

A. Pendahuluan

Pemilihan umum adalah jalan lurus untuk mewujudkedaulatan rakyat
yang sesungguhnya. Bagi Indonesia khususnya pasieandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1®éfgksanaan pemilu
bukan lagi sekadar rutinitas politik dan aksesal&nokrasi. Namun seiring
dengan era reformasi, pemilu telah menjadi agersdaonal yang diharapkan
dapat menjadi solusi bagi krisis kenegaraan danargtaman yang nyaris
mengancam keutuhan wilayah negara Kesatuan Repobbkesia

Taliziduhu NdrahaKybernology: lImu Pemerintahan BarRineka Cipta, Jakarta: 2003,
him. 117.



Didalam ilmu politik terdapat berbagai macam sisEmilu diantaranya:

a. Sistem distrik/suatu daerah pemilihan memiliki satakil/single member
constituencyang merupakan sistem pemilihan yang paling tuadi@asarkan
atas kesatuan goegrafis. Setiap kesatuan geodsadisy biasanya disebut
distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) memyai satu wakil dalam
dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluannegara dibagi dalam
jumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat daldewan perwakilan rakyat
ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalantusdistrik memperoleh
suara yang terbanyak yang menang, sedangkan swaea-gang ditujukan
kepada calon-calon yang lain dalam distrik itu d@gap hilang dan tidak
diperhitungkan lagi, bagaimana kecilpun selisihdtakannya.

b. Sistem proporsional/satu daerah pemilihan memibkberapa wakihulti
member constituengistem berimbang, gagasan pokoknya adalah bahwa
jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongaru giartai adalah sesuai
dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk kegerlitu ditentukan
sesuatu perimbangén.

Sistem proporsional adalah sistem dimana presektasi di badan
perwakilan rakyat yang dibagi pada tiap-tiap paptalitik, disesuaikan dengan
presentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiapappoltik itu. Secara umum
mekanisme sistem pemilihan proporsicnal diterapkamgan cara kerja sebagai
berikut:

1. Menentukan alokasi jumlah kursi pada suatru daepamilihan

(provinsi),

2. Menentukan besarnya kuota untuk menetukan berapsa syang
dibutuhkan parpol agar mendapat suatu kersi parleBesarnya kuota
ini bergantung pada jumlah penduduk dan jumlah ikwang
dibutuhkart.

Ditinjau dari segi keberadaan suara dan partdapakecil sistem

proporsional memiliki kelebihan, antara lain:

1. Disenangi oleh partai kecil karena penggabung suaremungkinkan
parpol kecii medapat kursi dilembaga perwakilanysakyang semula
tidak mencapai jumlah imbangan suara yang ditentuka

2. Tidak ada suara yang hilang, karena sering dikatdd@hwa sistem
tersebut sangat demokratis, yaitu ada jaminan baetap suara yang
diberikan akan ada wakilnya di lembaga perwakitdyat,

3. Karena semua parpol mendapat kursi dilembaga pédamakakyat
yang tidak  ditentukan secara  daerah, maka  sistem
tersebutmengakibatkan lembaga perwakilan rakyaifaenasionar.

% Rika LestariTinjauna Yuridis Perlibatan Anak-Anak dalam Pengglgaraan Pemilujurnal
Konstitusi volume 1l, Fakultas Hukum UniversitasaRj Him: 30.
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Dalam penerapannya, sistem proporsional ini terdéri dua bentuk.
Pertama,sistem daftar tertutup. Pada sistem ini para pkrhdirus memilih partai
politik peserta pemilu dan tidak bisa memilih calegislatif. Karena dalam
sistem ini calon legislatif ditentukan dan diurutkaepihak oleh parpol yang
mencalonkannyaKedua, sistem terbuka. Dalam sistem ini pemilih tidak reany
memilih partai, tetapi juga memilih calon legisiatkarena parpol tidak
menentukan dan mengurutkan secara sepihak calon.

Perdebatan soal sistem proporsional daftar catonuka atau tertutup
dikemukakan dalam tiga kali pembahasan Undang-Undaemilihan umum.
Selama ini, daftar calon terbuka diyakini bakal rbenkan kesempatan pada
rakyat pemilih untuk menentukan sendiri wakilnyaaldd dengan suara
terbanyaklah yang akan mendapat kursi yang merja#li partai politiknya.
Alasan yang ideal, sekalipun sebenarnya dengaansiptoporsional dan partai
politik yang menjadi peserta pemilu. Prinsip sugdanyak itu bisa direduksi
menjadi sekedar “lebih banyak” ketimbang calon at@dainnya dari partainya
di sebuah daerah pemilihan.

Perdebatan daftar terbuka dan daftar tertutup tedeuduksi sedemikian
rupa. Pembahasannya dalam Pasukan Khusus (Panauspri@an Undang-
Undang (RUU) pemilu amatlah memakan waktu sehinggek lain sebagai
turunan pilihan sistem itu terabaikan. Hal ituitext dengan belum maksimalnya
dua peranti untuk mengantisipasi efek negatif dafédon terbuka dengan suara
terbanyak, yakni pembatasan belanja kampanye dé&pasi konflik antar caleg
dalam satu partai. Peranti pertama perlu untuk aetigjpasi agar keterpilihan
bukan ditentukan kekuatan uang. Peranti kedua Idi@er berdasarkan
pengalaman pemilu 2009.

Sebenarnya sistem daftar calon tertutup lebih lcarduk sistem pemilu
proporsional karena penekanannya pilihan pada pafaomun harus diakui pula
bahwa problemnya adalah proses perekrutan ataksseleg di internal partai
yang masih bermasalah, seperti oligarkis, traneaksi dan tidak transparan.
Kondisi itulah yang kemudian direspons dengan samaerobosan sistem suara
terbanyak yang sudah dikuatkan putusan mahkamabstikan. Problem
terbesarnya bukanlah pada sistem calon terbukatatawtup, melainkan pada
proses seleksi dan penentuan daftar calon di paRvokes itu cenderung tidak
transparan dan tanpa didahului semacam pemilinaltgang demokratiy.

Setelah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitasior 52/PUU-
X/2012 tentang pengujian Undang-undang nomor 8nte2l2 tentang pemilu
anggota DPR, DPD, DPRD dan ditetapkan sistem peyaihg digunakan adalah
sistem proporsional daftar calon terbuka denganrasuarbanyak artinya
mahkamah konstitusi telah memutuskan bahwa tatamenolehan kursi melalui
nomor urut telah dibatalkan karena tidak sesuagaerkeadilan pemilu (suara
terbanyak sama dengan terbuka bukan parpol metalmor urut yang berhak
mendapatkan kursI).

® Hanta Yuda AR, www.sistempemiluterbukadantertuirgy.diakses tanggal 10 Juni 2013.
" www.KoranJakarta.contliakses tanggal 2 Juni 2013.




B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Sistem Proporsional DaftasnChérbuka Dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilidmum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan PeitaalPerwakilan
Daerah (DPD), Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dadb&#iRD)?

2. Bagaimana kesesuaian Sistem Proporsional Daftandarbuka dengan
ketentuan pasal 7 Dalam Undang-Undang Nomor 8 T&0d2 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPBewan
Perwakilan Perwakilan Daerah (DPD), Dan Dewan Bkilan Rakyat
Daerah (DPRD)?

C. Pembahasan

1. Pengaturan Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka Dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilthaom Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilanr&la¢DPD), dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sistem pemilu ydigpkai sama dengan
sistem pemilu tahun 2009, yaitu sistem proporsiotgbuka proportional
representation sistem open JisiSecara teoritik, sistem itu menjadikan partai
politik akan memperoleh kursi yang sebanding denggmolehan suara. Berarti
manambah jumlah suara yang tidak terkonversi merjadsi, yang berarti
meningkatkan disproporsionalitas atau mengurangpgsionalitas alokasi kursi
dalam sistem pemilu proporsional. Itu artinya, papan ketentuan ambang batas
jika tidak hati-hati akan melanggar prinsip sistpemilu proporsional: membagi
kursi-kursi secara proporsional. Padahal Undangadgdasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa pemilu umérkilih anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunak&tiem pemilu
proporsionaf

Pada pemilu tahun 2014 diatur berdasarkan Undarugy Nomor 8
Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewarnw#elan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dan DewamwBlan Rakyat
Daerah (DPRD), ditetapkan dalam Pasal 215 bahwa:

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provitsn DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemitlaghrkan pada perolehan
kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu dagramilihan dan ketentuan
sebagai berikut:

8 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaT4Bd5 pasal 22E ayat (3).



a. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provoen DPRD
kabupaten/kota dietapkan berdasarkan calon yang pereheh suara
terbanyak.

b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang mehmémtentuan sebagai
mana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan symmg sama,
penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkarseparan perolehan
suara calon pada daerah pemilihan dengan memparigab
keterwakilan perempuan.

c. Dalam hal calon memenuhi ketentuan sebagaimanasdudalalam huruf
a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang dipdnoleartai Politik
Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikapada calon
berdasarkan perolehan suara terbanyak berikdtnya.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen pentimgtuk
menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penepaipaip demokrasi
melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, daur.j®Bistem keadilan
pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidesifiketidakberesan
pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisto& membenahi
ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi aqpeldku pelanggaraf.
Sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai keaditailu tersebut adalah
melalui penyusunan kerangka hukum harus disusurensk&@én rupa
sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahamiedbuakia, dan harus dapat
menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukatuk memastikan
pemilu yang demokratis.

Dalam laporannya kepada Rapat Paripurna DPR Rp#&ri April
2012, Pansus Pemilu menyebutkan terdapat bebeeapbahan, penyesuaian,
dan penambahan substansi yang diatur dalam Undadgrd Pemilu yang
baru tersebut, antara lain meliptiti:

1. Tahapan Pemilu Penyelenggaraan tahapan pemilulzhtasatu tahapan baru
yang tidak termasuk tahapan pemilu dalam Undangabgpd Pemilu
sebelumnya, vyaitu tahapan perencanaan program d@gamn, serta
penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraaitu.PBansus Pemilu
beralasan periunya dimasukannya tahapan tersebuaidsangat penting
menjadi suatu tahapan tersendiri guna menciptakamsparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itikaie jangka waktu
dimulainya tahapan pemilu diatur bahwa tahapan Ipemdimulai
sekurangkurangnya 22 bulan sebelum hari pemunguiara. Waktu ini lebih
panjang dan dianggap akan lebih memadai bagi KRahdenempersiapkan
seluruh teknis penyelenggaraan pemilu 2014

2. Sistem Pemilu Tidak ada perubahan sistem pemiandelU Pemilu baru ini.
Sistem Pemilu yang dipilih tetap sistem propordideebuka untuk memilih
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kdengan suara

®Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilgatagDPR, DPD, DPRD.

%Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas, Jakarta: RajtavRress,
2009,HIm: 155.

“www.Laporanpansuspadapemilu.orgérakhir diakses tanggal 11 April 2013.




terbanyak)* dan sistem distrik berwakil banyaSigle Non-Transferable
Vote Systejruntuk memilih anggota DPD.

3. Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu Terkaigae persyaratan
mengikuti pemilu, diubah susunannya menjadi: bagitgp Politik Peserta
Pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambarngsbpgerolehan suara
dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkaagaePartai Politik Peserta
Pemilu pada Pemilu berikutnya. Ketentuan ini meskga bahwa partai yang
mencapai angka parliamentary threshold (ambangsp2t&% pada pemilu
2009 langsung ditetapkan sebagai peserta pemild démhgan alasan partai
politik tersebut sudah membuktikan Pansus Pemipa#tea Rapat Paripurna
DPR RI dengan beberapa penyesuaian dan penamb@bdangkan partai
politik yang tidak memenuhi ambang batas perolebaara pada pemilu
sebelumnya atau partai politik baru dapat menjasieRa Pemilu setelah
memenuhi persyaratan yang lebih berat dari UU Rensgbelumnya.
Persyaratan tersebut antara lain: berstatus baddmnh sesuai dengan
Undang-Undang tentang Partai Politik; memiliki kegerusan di seluruh
provinsi; memiliki kepengurusan di 75% (jumlah kphten/kota di provinsi
yang bersangkutan; memiliki kepengurusan di 50%mglipuluh persen)
jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutaenyertakan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) ketalaralperempuan pada
kepengurusan partai politik tingkat pusat; mempuriantor tetap untuk
kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, ddupdaen/kota sampai
tahapan terakhir Pemilu; dan menyerahkan nomommegedana Kampanye
Pemilu atas nama partai politik kepada KPU (Pasald (2)).

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201 8iatur bahwa
pendaftaran dan verifikasi partai politik dilakukd2® bulan sebelum hari
pemungutan suara dan selesai dalam kurun waktlas.fsiehingga untuk pemilu
2014 diharapkan pada awal tahun 2013 sudah dikefartai politik peserta
pemilu.

Sebagaimana diketahui, dengan menggunakan sistemilup daftar
terbuka, maka penentuan calon terpilih didasarkadap perolehan suara
terbanyak. Pengalaman pada pemilu sebelumnya, b&ayaidat partai politik di
setiap daerah pemiiilhan kesulitan untuk mengetalanm mendapatkan akses
perolehan suara mulai dari tingkat daerah pemilikkabupaten/kota, kecamatan,
desa/kelurahan hingga ke tingkat paling bawah yaR$ (Tempat Pemungutan
Suara).

Oleh karena itu, pada satu sisi formula perhitangeng disahkan undang-
undang setidaknya membantu penyelenggara dalam enghas tata cara
perhitungan perolehan suara-kursi partai politikadd@ sisi lain, hendaknya
penyelenggara pemilu dapat memberikan fokus padeamsme perhitungan
suara calon secara transparan dan otentik. Sehkrgdiilitas penyelenggaraan
pemilu dapat lebih dipastikan, karena tata caralplean suara-kursi partai politik
dan tata cara penetapan calon terpilih menjadhssdéu substansi penting dalam
sistem pemilu proporsional daftar terbuka.

12www.Soalsuaraterbanyakpadabagianpenetapancald'rht,ce]my'//tentangpe milu.org,

terakhir diakses tanggal 24 Mei 2013.



Sistem yang telah ditetapkan saat ini susah sedaagan prinsip
konstitusional dan kondisi bangsa Indonesia. Sist@nmmampu menghasilkan
wakil-wakil yang mencerminkan keanekaragaman bahg$anesia serta mampu
menjalin ikatan yang jelas antara para wakil dammije. Yang perlu
disempurnakan adalah cakupan wilayah daerah pemililan penentuan jumlah
proporsionil wakil dari setiap daerah pemilihan rageamakin meningkatkan
keterwakilan keberagaman masyarakat dan menguid&tam antara pemilih dan
para wakilnya.

Dalam sistem pemilihan yang hanya memilih partaibungan yang
terbentuk adalah lebih dominan hubungan antaralfpedengan partai. Pemilih
tidak mempunyai hubungan langsung dengan para .celobungan para calon
adalah dengan partai yang menentukan urutan cablorg ymenjadi dasar
kemungkinan terpilihnya calon.

Sedangkan dalam sistem para pemilih memilih naam@nodan sekaligus
partainya, terbentuk hubungan segitiga antara jggnmértai, dan wakil rakyat.
Pemilih dapat menyuarakan aspirasi baik kepadal wakiipun partai dari wakil
itu. Dalam hubungan itu terdapat keseimbangan dimpara wakil tidak
didominasi oleh kepentingan partai tetapi tetapoulifol, baik oleh pemilih
maupun partainys

Pengaturan sistem proporsional yang terdapat dalemang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, D& DPRD yaitu
dengan suara terbanyédk Dimana dalam pemilu 2014 yang akan datang
penentuan calon terpilihnya dengan cara suararngakadan tidak lagi menurut
nomor urut atau menurut anggka BPP seperti pengilndp sebelumnya. Dimana
dalam pemilu 2014 yang akan datang sistem pemitg gainakan adalah sistem
proporsional terbuka dan penentuan calon terpidmgdn suara terbanyak.
Dengan penetuan calon terpilih dengan suara teafamy diharapkan pemilu
yang jujur dan adil.

Kesesuaian Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka Dengan Ketentuan
Pasal 7 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Dalam menentukan kursi dan calon terpilih yangnattaduk di lembaga
legislatif, yang pertama yang dilakukan adalah rméngg perolehan kursi partai.
Kemudian, perolehan kursi itu didistribusikan kep&dndidat berdasarkan suara
terbanyak.

Perkembangan selanjutnya, putusan Mahkamah inak tichanya
berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2@09,juga memengaruhi
perdebatan penentuan sistem pemilu dalam UndangagndPemilu 2012.

13 Janedrjri M. GaffarPolitik Hukum PemiluKonstitusi Press, Jakarta:2012, Him:40-41.
4 pasal 215 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 20tang pemilu anggpta
DPR,DPD,DPRD.



Perdebatan muncul karena sifat putusan Mahkamalstkiasi yang merupakan
tafsir resmi terhadap konstitusi, yang tentu meagtkrhadap pengaturan sistem
pemilu dalam Undang-Undang Pemilu 2012. Karenahanyak pihak merasa
bimbang untuk meninggalkan sistem pemilu propoditerbuka untuk misalnya
beralih ke proporsional tertutup.

Penetapan sistem proporsional untuk pemilihan aagD®R dan DPRD
serta sistem distrik untuk pemilihan anggota DPi3eieut tidak cukup banyak
diperdebatkan. Perdebatan justru muncul dalam peamerapakah sistem untuk
pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah proporsialadlar terbuka atau
tertutup. Apakah yang akan digunakan adalah sigteporsional tertutup atau
proporsional terbuka seperti Pemilu 2009. Sisteop@rsional daftar terbuka atau
tertutup ini diartikan sebagai kesempatan bagi [lemintuk memilih caleg selain
partai yang disukar

Namun, jika dicermati lebih lanjut, putusan MahleémKonstitusi tentang
suara terbanyak itu sebenarnya tidak menentukaiensisapa yang harus
digunakan dalam Pemilu 2014 dan pemilu-pemiiu lb#na. Putusan Mahkamah
Konstitusi muncul sebagai dampak atas konsistersgens pemilu dengan
mekanisme penentuan wakil rakyat. Sistem yang idimdalah proporsional
terbuka, namun penentuan caleg terpililh tetap atkrkuasa partai. Pantaslah
jika kemudian Mahkamah Konstitusi menilainya inkitmsional, karena pemilih
sudah memberikan pilihannya, namun penentuan kierp justru berada di
tangan partai.

Mestinya, pengaturannya dilakukan secara konsetégra pilihan sistem
dengan teknis penentuan caleg terpilih. Jika sisy@nproporsional terbuka, maka
pemilih mestinya diberi ruang untuk memilih caledgn keterpilihan caleg mesti
didasarkan pada pilihan tersebut. Sebaliknya, flsdem yang dipilih adalah
proporsional tertutup, maka pemilih memberikan aoga kepada partai dan
keterpilihan caleg diserahkan kepada partai. Dergistiem ini, berarti pemilih
telah memberikan kedaulatannya kepada partai unarientukan caleg terpilih.

Namun, pertimbangan putusan Mahkamah Konstituselbeit bukanlah
satu-satunya alasan bagi partai memperdebatkaemsigtemilu yang akan
digunakan. Dua kelompok yang muncul yakni pengusprogporsional terbuka
dan tertutup sesungguhnya memiliki argumentasiaterkepentingan masing-
masing partai. Penentuan sistem ini erat kaitardg/ggan tujuan penataan dan
kondisi masing-masing partai.

Dengan kata lain, sistem proporsional tertutup diisung agar partai
menjadi poros kekuatan. Institusionalisasi partieanaberjalan karena partai
memiliki kuasa untuk mengendalikan, mengatur, daelakukan kaderisasi
terhadap anggotanya. Partai dapat mengusung kaaey gikehendaki melalui
mekanisme internal partai.

*Ben Reilly, Sistem PemiluACE Project, 2009HIm: 110.



Memang, dengan sistem proporsional tertutup, paetdihat memiliki
kekuasaan yang sangat besar. Inilah yang menjah satu titik tolak kritik
terhadap sistem proporsional tertutup. Sistem peigoal tertutup dinilai tidak
menjamin akuntabilitas antara konstituen denganegcalserta cenderung
menguatkan oligarki elite partai. Dengan kata ldRepresentasi calon dengan
konstituen tidak terjamin,*®

Sistem proporsional terbuka, antara lain memangjulian untuk
mendekatkan wakil rakyat dengan pemilihnya. Selama kekuasaan untuk
menentukan keterpilihan calon berada di tangamapathingga loyalitas wakil
rakyat lebih besar kepada partai dibanding kepadailib.

Begitu juga sistem distrik ataupun sistem propoiodengan daftar
terbuka, tetaplah partai yang menjadi penentu.aPanenentukan seseorang
menjadi kandidiat atau tidak, hanya saja memanglaetnama kandidat itu
muncul barulah pemilih yang menentukannya secaigslang.

Bobot suatu sistem pemilu dan kepartaian lebih blangrletak pada nilai
demokratis didalamnya, dalam artian hanya terkarngdn bagaimana pemilu
dapat memberikan hak kepada setiap pemilih untukilmeekan suaranya sesuai
dengan keyakinan pilihannya, dan bagaimana setape&tan pemilihan akan
memperoleh dukungan secara adil, yaitu peluang ganta bagi setiap kandidat
untuk meraih kemenangan.

Pada pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 20l12nigminggota DPR,
DPD, dan DPRD menyatakan “peserta pemilu untuk diienainggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota adalah partaitjpd)ipada penyataan pasal
7 tersebut yang berperan lebin adalah partai bdalithana dalam undang-udang
nomor 8 tahun 2012 pasal 5 telah dijelaskan sigiemilu yang digunakan adalah
sistem proporsional terbuka, dimana sistem propoasiterbuka ini para memilih
berhak memilih partai dan perseorangan dari ppdiitik tersebut.

Partai politik hanya sebangai perahu atau wadah pgyseorangan wakil
yang akan terpilih tersebut untuk maju keparleng®hingga tugas partai politik
bukan menentukan siapa yang akan maju keparlenpamtissistem proporsional
daftar calon tertutup, tetapi sudah menggunakdamsigproporsional daftar calon
terbuka dan calon wakil rakyat tersebut dipilih holekyat yang ikut dalam
pemilihan umum tersebut.

Sistem proporsional terbuka suara pemilihlah yaegentukan siapa yang
terpilih menjadi anggta DPR, bukan berdasarkan padzor urut yang ditentukan
oleh partai politik. Hal itu dengan sendirinya merkuat hubungan antara
pemilih dengan wakil rakyat, memberikan legitimaspada pemilih untuk
melakukan kontrol terhadap wakil rakyat. Sistemjugia mempunyai kelemahan
yaitu, melemahkan peran partai politik. Selain potensi calon yang terpilih
adalah calon yang populer tetapi tidak selalu madtap calon yang berkualitas.

ehttp://www.pikiran-rakyat.com/node/16986trakhir diakses tanggal 20 Juni 2013.
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Beberapa partai politik juga mengemukakan bahwgemisini menimbulkan
persaingan tidak sehat dan konflik antar calonrdaatu partai politik.

Oleh karena itu, sistem yang sesuai politik hulkemstitusi adalah sistem
pemilihan daftar calon terbuka. Tentu saja sistaemmieniadakan peran partai,
karena partai tetap memiliki peran penting dalanmen&ukan calon-calon yang
hendak dipilih rakyat. Jika semua nama yang diletasebagai calon merupakan
calon yang berkualitas, maka tidak ada persoalginpdihan rakyat berdasarkan
kualitas dan popularitas.

Kesmpulan

. Sistem proporsional daftar calon terbuka dipilinahe suara terbanyak dan tidak

lagi melalui nomor urut atau mengikuti angka BPBag@ai mana yang terdapat
dalam pasal 215 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tal@d2 2entang pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahlea terpilih dengan
suara terbanyak. Sehingga pada undang-undang n8&ntahun 2012 tentang
pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD ini para pegegtailu tidak perlu lagi
berlomba-lomba untuk menduduki nomor urut pertarteu derlomba-lomba
untuk mencapai anggka BPP. Pada pemilu 2009 dalzsharigl-Undang nomor 10
tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR,DPD, dan DRRDentuan calon
terpilih dibatalkan dengan keputusan Mahkamah KusstNomor 22-24/PUU-
VI1/2009. Untuk itu dalam pemilu 2014 yang akan dgtdidak sama dengan
pemilu sebelum-sebelumnya yang banyak merugikanilipedan wakil rakyat
yang akan maju dalam hal hasil perhitungan suaatar® undang-undang yang
baru ini perbaikan sistem dan penyelenggaraan pemgimang selalu diperlukan
berkaca dari kelemahan dan kelebihan dari sistemgbenggaraan pemilu yang
lalu. Itu semua tentu dimaksud untuk meningkatkaalitas pemilu, sekaligus
meningkatka kualitas demokrasi.

Kontradiksi pada pasal 5 dan pasal 7 Dalam Undamdpbly nhomor 8 Tahun
2012 dimana dalam pasal 5 yang menyebutkan balstensipemilu yang akan
dilaksanakan menggunakan sistem proporsional datibon terbuka. Dimana
daftar calon terbuka ini pemilih dapat memilih partlan calon yang yang
menjadi wakil dari partai politik tersebut. Sedaagkpasal 7 yang yang
menyatakan bahwa peserta pemilu DPRD Provinsi, DRBIJKota adalah partai
politik. Dimana dalam sistem pemilu seperti iniakkd mencerminkan sistem
proporsional terbuka karena para pemilih hanya tdegeanilih partai politik saja
dan calon yang terpilih ditentukan oleh partai fioltersebut. Sehingga terjadi
kontradiksi antara pasal 7 dan pasal 5 dalam Untbrdgng nomor 8 tahun 2012
tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Saran

Sebaiknya pemilu 2014 yang akan datang harus lddaiik dari pemilu
sebelumnya agar demokrasi yang dicita-citakan dapegalan lancar. Sehingga
dapat menghasilkan wakil-wakil yang mencerminkaanik&aragaman Indonesia
serta mampu menjalin ikatan yang jelas antara paal dan pemilih. Pada
sistem pemilu yang digunakan saat pemilu 2014 yalkan datang yang yaitu
sistem proporsional terbuka dengan suara terbaryglg mengacu kepada
Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang anggof, @APD, dan DPRD
diharapkan Undang-Undang tersebut dapat menjadinpaxd dalam menjalankan
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sistem pemilu yang akan berlangsung pada 2014idak &da yang keluar dari

koridor Undang-Undang tersebut.

. Sebaiknya kontradiksi antara pasal 5 dan pasalarnddndang-Undang nomor 8

tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD dds#iesaikan sebelum

pemilu 2014 yang akan datang. Karena seharusnyaésth hanya menggunakan
satu sistem pemilu saja. Yaitu sistem pemilu preipoial tertutup atau terbuka.

Pasal 5 berisikan sistem yang digunakan adalalopimmal daftar calon terbuka

sedangkan pasal 7 berisikan sistem yang diguna#talala sistem proporsional

daftar calon tertutup karena pada pasal terselmg yeenentukan calon yang akan
terpilih dan maju sebagai wakil rakyat adalah patditik. Sehingga salah satu

dari pasal tersebut harus dihapuskan agar pemild Bhcar dan tidak terjadi lagi

perdebadatan antara partai politik dan calon datenentukan siapa yang akan
menjadi wakil yang terpilih.
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